
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR [ TAHUN 2023 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna kelancaran dan 
ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan 
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah, 
perlu mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dareah sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
perlu menetapkan kembali Peraturan tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781) ;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 201 7 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Barat Nomor 14 Tahun (Lembaran Daerah Lampung 

Barat Tahun 2021 Nomor 14); 

16 .  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2020 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Nomor 420); 

17 .  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 442); 

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2023 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 442). 
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Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 

6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas 

hasilnya, serta penyajian laporan. 

7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 

yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 

Pemerintahan bagi komite standar akuntansi pemerintahan dan 

merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi 

pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam 

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas 

dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. 

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. 

10.  Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. 

1 1 .  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum 

Daerah. 
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12.  Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­ 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 

13 .  Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 

pelaporan. 

14. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang yang 
berada di Perangkat Daerah. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menerapkan SAP 
berbasis akrual. 

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  terdiri atas 
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 

berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP 
atas :  
a. pemilihan metode Akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; 

dan 
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi dalam SAP. 

BAB III 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN 

Pasal 3 

(1 )  Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, terdiri dari: 

a. kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; 

b. penyajian laporan keuangan; 

c. laporan realisasi anggaran; 

d. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

e. neraca; 

f. laporan oprasional; 

g. laporan arus kas; 

h. laporan perubahan ekuitas; dan 
i. catatan laporan keuangan. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan 
wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan, terdiri dari: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 



c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi 

untuk unit pemerintahan wajib menyusun laporan keuangan tahunan, 

terdiri dari: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporan operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah 

BUD wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. la po ran operasional; 

c. neraca; 

d. laporan perubahan ekuitas; dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 

BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 

Pasal 4 

Kebijakan akuntansi akun, terdiri dari: 

a. akuntansi pendapatan; 

b. akuntansi beban dan belanja; 

c. akuntansi transfer; 

d. akuntansi pembiayaan; 

e. akuntansi kas dan setara kas; 

f. akuntansi piutang; 

g. akuntansi dana bergulir; 

h. akuntansi persedian; 

i. akuntansi investasi; 

j .  akuntansi aset tetap; 

k. akuntansi penyusutan; 

1. akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; 

m. akuntansi dana cadangan; 

n. akuntansi aset lainnya; 

o. akuntansi aset tak berwujud; 

p. akuntansi kewajiban; 

q. koreksi kesalahan; 

r. penyajian kembali; dan 
s. laporan keuangan konsolidasi. 



Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung 
Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 31 Ju€ 2023 

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

NUKMAN 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 3] JuUj 2023 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

ISMET INONI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR IE 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

.l 

SARJ K 
NIP. 1976102 200501 1 008 



17. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun 

timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 9 maka perlu diungkapkan 

nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan 

pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. 

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

NUKMAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SARJ K 

NIP. 19761020 00501 1 008 

Hal.: 250 


